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ABSTRAK -

Penelitian ini dilakukan karena pemerintah daerah ting-
kat II Padang dengan Stadt Hildesheim telah meiakukan ker ja-
sama yang ditandatangani sebelum keluarnya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor I tahun 1992. Kedua pemerintah telah
me lakukan penandatanganan draf kerjasama tanggal 12 Oktober
1987 sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I tahun
1992 ditetapkan tanggal 15 Februari 1992,

Dengan menggunakan Metode Deskriptif serta melaksanakan
survey terhadap perjanjian kerjasama itu sendiri, penulis
melakukan wawancara dengan pemerintah kodya Padang dan Per-
wakilan Stadt Hildesheim di Ulak Karang Padang yang berkaitan
dengan ker jasama kota kembar { Sister City 7.

Dari hasil penelitian diperoleh suatu masukan yang
berharga bagi penulis dan pemerintah Kotamadyea Padeanyg teFuta—
ma tentang pertentangan kepentingan antara pemerintah pusat
( melalui Departemen Dalam Negeri ). Sehingg: dapat dinetra-—
lisir dengan mengantisipasi keadaan yang mungkin ditemui .

Satu hal yang menarik dan perlu penelitian vang labih
intens adalah sejauh mana peran Departemen Luar Negri dapat

diberikan kepada departemen lain dalam hal ini adalah



Departemen Dalam Negeri agar tidak terijadi pertentangan
kepentingan atau tumpang tindih bidang tugas dari kecdua
departemen beserta jajaraannya. Sebab di satu pihak Departe-—
men Luar Negeri mempunyai kepentigan terhadap tugas-tugas
vyang Dberhubungan dengan urusan luar regeri terutama untuk
menyelnggarakan politik luar negeri yang bebas Aktif sedang -
kan di pihak lain Departemen Dalam Negeri melalu aparat
pemerintah daerah sebagai Jajarannya mempunyail kepentingan
untuk memberikan delegasi kepada pemerintah daerah *tingkat I
dan Pemerintah daerah tingkat II untuk melakukann suatu
hubungan ker jasama dengan negara lain atau negara bagian di

negara lain,
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A. FPENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Kecendrungan yang berkembang dalam politik hukum Jluar
negeri akhir-akhir ini adalah pemberian wewenang dan deleqasi
kepada daerah tingkat satu ( Dati I ) dan Daersah Tingkat dua
( Dati II ) untuk mengatur sendiri perjanjian ker jasama
mereka dengan luar negeri. Bentuk yang sangat nvata dan
aktual adalah perjanjian ker jasama kota kembar, yang jum’ ah-

nya cenderung meningkat. Perjanjian kota kembar Padang,

tanggal 10 Oktober 1987 sebagal misal yang menarik untuk di
teliti. sebal selain terjadi perubahan mendasar terhadap
pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah
juga ada sumbangan khusus vyang diperoleh hukum internasiona]
melalui perjanjian kerjasama inil’

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih wewenang
yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka pemerintah pusat
perlu kiranya memberikan batasan yang Jelas mengerai aturan
main perjanjian kerjasama kota kembar ini. Adalah sangat
menarik jika hal ini menjadi perhatian penulis yang bergerak

di bidang hukum internasionai.

1) Ferdi, Manfaat Kota Kembar Padang Aildesheim Ditinjau Dari

Hukum Internasional, Lembaga Penelitian Unand 1994



F. HASIL DAN PEMBAHASAN.

I. TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR I TAHUN 1992,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Neomor I tahun 1992 ¢
selanjutnya di sebut PERMENDAGRI I1/92 ) adalah suatu peratu-
ran yang dikeluarkan untuk mengantisipasi sejauh mungkin
akibat hukum yang akan timbul dari suatu perjanjian ker jasama
Internasional yang dilakukan oleh Departemsn™ialam negeri dan
Jajaranannya. Hal 1ini dapat dilihat dari konsiderans huruf (
¢ ) Permendagri yang menyebutkan

c. bahwa untuk mendapatkan days guna dan haeil
guna yang sebesar-besarnya dari dari penye-
lenggaran hubungan dan kerjasama luar negeri
bagi kepentingan pembangunan nasional dan
daerah, perlu dilakukan pengaturan di dalam
Jajaran Departemen Dalam Negeri yang dituang-

kan dalam Peraturan Menteri Dallam Neger:.

Permendagri ini terdiri dari 18 Bab dan 18 pasal dengan

sistematika sebagai berikut

Bab I Ketentuan umum.

Bab I1T Kebijaksanaan Dan Tujuan

Bab III Kegiatan-kegiatan Hubungan Dan Ker jasama Luar
Negeri

Bab TV Pelaksanaan

Bab V Pembiayaan

Bab VI Pengawasan Dan Pembinaan

Bab VII Aturan Peralihan

Bab VIII Penutup
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EESIMPULAN DAN SARAN

A.

REEZTMPULAN

s

inl darz* disimpulkan bahweo
Perjar: lan kerjasame antara XKota Padans Aergan

Stadt Hildesheim merupakan suatu bentulk baru
pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah ( dalam hal ini pemer-
intah ‘aerah tingkat II Padang ) untuk Dbeberapa

urdss:. luar nese: i,

Dasar uium Perjuajian kerjasama kota kembar ini
. : Ty . ,
meliputi Jus EHsSpeog penting yvaitu

a. Puinsip-prinsip Hukum Internasicnal.

b. Pr-imsip-prinsip Hukum Nasional.

vang %kecltanya tidak bertentangan di atas.
Paling #mureng ada tiga manfaat secara yuridis
dapat diperwlleh dari perjanjian kerjasama ini
yaitu :

a. Perjanjian kerjasamz ini akan menjadikan
casrah tingkat I dan II di Iindonesia
memasukl  babak baru dalam hukum interna-
sional yakni dapat oirtindak sebagai subjek

hukum internasional.
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b. Pemerintah daecrah dapat membuat kebijalian
hukum luar negeri yang baru terlepas dari

pemerintah pusat, sebatas perjanjian vang

di izinkan oleh pemerintah pusat ke daerah
itu.
c. Kebijakan hukum Femerintzh dserah davat

belajar dari kebijakan hukum daerah lain di
negara lain, walaupun harus diselaraskan

dengan kebijakan hukum pemerintah pusat.

E=berapa saran vyang dapat direkomendasikan dari peneli -

Perlu pengaturan setingkat Undang-Undang untuk
mengatur kerjasama antar kota antar negara 3
Indonesia untuk memperkuat kepastian hukum dari
perjanjian itu, sebab kerjasama ini akan meliji-
batkan interdepartemen tidak nanya Departemen
Dalam Negeri saja sebab Undang-Undang No 5 tahun
1974 tantang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang
No 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintah

Desa belum cukup untuk mengadl dasar hukum vang

kuat dalam memgatur kerjassama ini.

19



N

DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Kamal, Himpunan Perturan Daerah, Diklat Sumatera

Barat .

Kartaspoetra G dkk, Indonesia Dalam Lingkaran Hukum

Internasional, Sumur, Bandung 1984 .

Mochtar Koesoemaatmadja. Politik Luar Negeri Bebas Aktif,

Sumur, Bandung 1980.

Mc Cleland harles A, Tlmu Hubungan Internasional Teori

Dan Sistem, Rajawali Jakarta 1981
Soedione Wiwoho, Tinjauan Beberapa Aspek Hukum Dagang
Dalam Bidang Perdagangan Baik Nasioanal Maupun Interna-

sional, Liberty , Jokjakarta, 1987.

Svekarno, Pancasila dan Perdamaian Dunia, Inti Idayu Press

Jakarta 1985,

20



